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PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 5 TAHUN 5007
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGS!I DAN TATA KERJA UNIT PELAKEANA TEKNIS DINAS
(UPTD) SMPN, SMAN DAN SMKN PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

bahwa sehubungen dengen teleh ditetepkennya Perpturan Daersh
Kabupatan Gant Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit
Pelakgana Teknis pada Dinas dan Lembaga Tekniz Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ganut
Momor & Tahun 2008, maeka guna kelancaran dalam pelaksanaannya
pedu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan,

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, periu ditetapkan
denpan Peraluran Bupati,

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1930 tenteng Pembeniukan Daeerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsl Jawa Barat (Berita
Nagara Tahun 1950);

Undang-Uindang Momor & Tahwn 18574 teniang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1874 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Momor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Momor 43 Tahun 1988 (Lembaran Megara Tahun 15999
Momer 168, Tambahan Lembaran Megara Nomor 38580);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggara Megara
yvang Bersih dan Babas dan Korupsi, Kolusi dan Mepolisme (Lambaran
Megara Tahun 1888 Momor 75, Tambahen Lembaran Negara Momor
3851y,

Undang-Lindang MNomor 17 Taﬁu-n 2003 tentang Keuangan Megara
(Lambaran MNegara Tahun 2002 Homor 47, Tambahan Lembaran

Megara Momor 4208);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara
{Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembaran Negara
Momor 4355);
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Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Momor B Tahun 2005 [Lembaran Megara Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lambaran Megara Nomor 4548},

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemernntah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Obonom
(Lembaran Megara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembearan
Megara Momor 3952);

Peraturan Pemerintah MNomor & Tahunm 2003 lentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah [Lambaran Negara Tahun 2003 Nomor
14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 14);

Peraturan Pemeriniah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembmaan dan Pengawasan Penmyelenggaraan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Megara Tahun 2005 Momor 1685, Tambahan Lembaran
HNegara Nomor 4383);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Momor § Tahun 2002 tentang
Kewsnangan Dasrah Kabupaten Garut (Lambaran Dasrah Tahun 2002
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ganut Momor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis
Daarah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 268) sebagaimana bedah
divbah dengan Peraturan Daersh Kabupaten Garmut Nomor & Tahun
2006 (Lembaran Daarah Tahun 2006 Nomor 9],

MEMUTUSHKAN :

PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

SMPN, SMAN DAN SMKN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
GARUT.

BAB |
KETENTUAN LUMUM
Pasal 1

Dalam Paraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -
1. Camerah adalah Kebupalen Garnut,

2. Pemerintah Daersh adalah Bupeti dan Perangkel Daerah sebagai unsur penyelenggars
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Garut.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai Perangkst Deerah yang memiliki kewenangan
untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan

pandidikan,
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6. UPTD SMPN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Perlama Neger
Kabupalen Garut

7. UPTD SMAN adalah Unil Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Alas MNeger
Kabupaten Garut.

& UPTD SMEN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Kabupaten Garut.

8, Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN, Kepala Unit
Pelakzana Teknis Dinas (UPTD) SMAN dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
SMEN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

10. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
SMPN, Unil Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMAN dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) SMEMN

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pagawai Neger Sipd yang diber tugas,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabal yvang berwenang uniuk melaksanakan
kegiatan yang disesuaikan dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas dinas.

BaB N
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Paragraf 1
UPTD
Pasal 2
{1} UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yvang

berada di bawah dan bertanggung jewab kepada Kepala Dinas dan secara operassonal
dikoondinasikan aleh Camal.

(2} Tugas pokok UPTD adalah melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengelolaan
SMPHN, SMAN dan SMEN,

(3) Struktur organisasi UPTD adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Daarah Kabupaten Garul Momor & Tahun 2006,

Paragraf 2
Kepala UPTD SMPN
Pasal 3

(1) Kepala UPTD SMPN mempunyal lugas pokok memmpin, mengkoordinasikanm dan
mengandalikan pelaksanaan sebagian kewanangan Dinas bidang pengelalaan SMPN.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimeksud pada ayat (1), Kepala UFTD
SMPHN mempunyai fungs sebagai berikut
a. penyusunan dan penyiapan bahan pedoman feknis pelaksanaan pengelolaan
pendidikan SMPN;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendidikan SMPN;
c. pengumpulan dan pengolahan dala pelayanan pendidikan SMPN;
d. peryalenggaraan koordinas dan kena sama dalam rangka pelaksanaan tugas.
{3) Uraian tugas Kepala UPTD SMPN :
A mManyusun phogram kafa mangenal pangalalaan dan palayanan pandidikan SMPN-



¢. memberi petunjuk kepada para bawahan uniuk kelancaran pelaksanaan tugas para
bawahan,

d. menyeha kegialan bawahan di lingkungan unit keranya untuk mengatahui kesesuaian
dengan rancana kana;

g, mengarahkan pelaksanaan Wwgas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah
ditetapkan;

f mengevaluas pelaksanaan fugas bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya serta
upaya tindak lanjut;

g. memeriksa dan menandatangani konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh
bawahan untuk memperolah konsep swral dnas yang banar;

h. melaporkan pelaksanaan fugas secara lisan, terfulis. berkala maupun insidental
kepada Kepala Dinas,

i, memben saran dan partimbangan kepada alasan sesuai bedang tugasnya;

j. melaksanakan fugas-tugas lain yang diberkan oleh atasan, sesuai dengan bidang
tugasnya

(4} Kepala UPTD SMPN membawahi ;
a. Tata Uszaha;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Kepala Tata Usaha SMPN
Pasal 4

(1) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD SMPN yang mempunyai tugas pokok melaksanakan palayanan
administratf, mengumpulkan dan mengolah dala ketslausshasn, laboratorium, unesan
perlengkapan, kepegewsian dan keuangan sebagai bahan penyusunan pefunjuk dan
pedoman penyelenggaraan Tata Usaha di lingkup UPTD SMPN.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata
Usaha SMPN mempunyal fungs :

a. pengumpulan dan pengelolaan data urusan swral menyural, kearsipan, perpusiakaan,
laboratorium, perengkapan dan rumah tangga dinas, kepegawaian sera keuangan
ngkup UPTD SMPN;

b. pelaksanaan dan pelayanan administralif urusan surat menyural, kearsipan,
perpustakaan, laboratorium, pedengkapan dan rumah tangga dinas, kepegawalan
serta kevangan lingkup UPTD SPMN.

(3) Liraian tugas Kepalka Tata Usaha SMPH

a mangumpulkan dan mengolah data urugan tata usaha sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan:

b. membagi tugas kepada bawahan di ingkungan Tala Usaha sesuai dengan bidang
lugas masing-masing;

. member arahan kepada bawahan di lingkungan Tata Lisaha sesuad dengan Keteniuan
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

d. memeriksa hasil kerja bewahan di lingkungan Tata Usaha agar sesuai dengan rencana
kerja;
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f. mengonirol pelaksanaan tugas Tata Usaha ke lapangan untuk memperoheh masukan;
g. menyusun konsep sural dinas;

h. membuat laporan pelaksanaan fugas Tata Usaha sasuai dengan rencana kera
sebagai bahan masukan kepada Kepala UFTD SMPN;

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Paragraf 4
Kepala UPTD SMAN
Pasal 5
{1) Kepala UPTD SMAN mempunyai fugas pokok memimpin, menghkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan sebagian kewenangan Dinas bidang pengelolaan SMAN.
{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
SMAN mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. penyusunan dan penyiapan bahan pedoman leknis pelaksanaan pengelolaan
pandidikan SMAN;
b. palaksanaan kebijakan teknis operasional pendidilcan SMAN;
c. pengumpulan dan pengolahan data pelayanan pendidikan SMAN,
d. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas.
(3) Uraian tugas Kepala UPTD SMAN ;

a. menyusun program kera bidang tugas mengenai pengelolaan dan pelayanan
pendidikan SMAN;

b. mendistiibusikan tugas kepada para bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai
dengan bidang lugasmya;

¢. member pelunjuk kepada para bawahan unfuk kelancaran pelaksanaan fugas parm
bawahan;

d. menyelia kegiatan para bawshan di lingkungan unit kesjanmya uniuk mengetahui
kesasualian dengan rencana kerja;

& mengarahkan pelaksanaan ugas para bawahan berdasarkan rencana kerja yang belah
ditetapkan;

{ mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi keranya
sara upaya tindak lanjut;

g. memenksa kKonsep-konsep surat dines yang diajukan oleh bewahan  unfuk
memperoleh konsep sural dinas yang benar;

h. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, teriulis berkala maupun insidental kepada
Kepala:
L rmemben saran dan periimbangan kepada atasan sesual bidang tugasnya;
j- melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang
tugasnya.
{4) Kepala UPTD SMAN membawahkan :
a. Tata Usaha;

b. Helompok Jabatan Fungsional.



Paragraf &
Kepala Tata Usaha SMAN
Pasal 6

{1) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepata yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD SMAN yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan
administratif, mengumpulkan dan mengolah data ketatausahaan, urusan perlengkapan,
kepegawaian dan keuangan sebagai bahan penyusunan petunjuk dan pedoman
penyelenggaraan Tata Usaha di lingkup UPTD SMAN.

(2) Datarm melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Kepala Tala
Usaha SMaN mempunyai fungsi

a. pengumpulan dan pengelolaan data wrusan surat menyurat, kearsipan, perpusiakaan,
perlengkapan dan rumah tangga dinas, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD
SMAN:

b. pelaksanaan dan pelayanan administratf urusan surat menyurat,  kearsipan,
perpustakaan, perengkapan dan rumah langga dinas, kepegawaian dan keuangan
limgkup UPTD SMAN.

{3) Uraian tugas Kepala Tata Usaha SMAN :

a. mengumpulkan dan mengolah data urusan tata usaha sebagai baham penyusunan
rencana kegiatan,

b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Tata Usaha sesuai dengan bidang
lugas masing-masing,

¢. member arahan kepada bawahan di lingkungan Tata Usaha sesuai dengan kelentuan
yang beraku untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

d. memerksa hasil kerja bawahan di lingkungan Tata Usaha agar sesual demgan
TEncana Kerja;

a. mengevaluasi hasil kera bawahan uniuk mengetahui prestasi kenamya dan sebagai
bahan pembinaan serda upaya tindak lanjut yang bersanglkuiam,

f. mengontrol pelaksanaan tugas Tata Usaha ke lapangan unfuk memperoleh masukan;
0. menyusun konsap surat dinas;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas Tala Usaha sesuai dengan rencana kena
gsebagai bahan masukan kepada Kepala UPTD SMAN,

i. melgksanskan ftugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
lugasnya.

Paragraf &
Kepala UPTD SMKN
Pasal T

(1} Kepala UPTD SMKN mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan sebagian kewenangan Dinas bidang pengelolaan SMKN.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD
SMEN mampunyal fungsi sebagai benkut :

a. penyusunan dan penyapan bahan pedoman feknis pelaksanaan pengelolaan
pendidikan SMKNM;

b, pelaksanaan kebijakan teknis operasiongl pendiditan SMEN,



(3) Uraian tugas Kepala UPTD SMKN :
8. menyusun program kera bidang tugas mengenai pengedolaan can pelayanan
pendiditan SMKN;
b. mendistribusikan twgas kepada para bawahan baik secara lisan maupun fertuls
sesual dengan bidang tugasnya;
¢. member petunjuk kepada pare bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para
bawahan;

d. menyalia kegistan para bawahan di lingkungan unit kerjanya uniuk mengetahui
kesasualan dengan rencana kerja;

& mengarahkan pelaksansan tugas para bawshan berdasarkan rencana kega yang
telah ditetapkan;

f, mengevaluasi pelaksanasan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi keranya
serla upaya lindak lanjut;

g. memerksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh bawahan untuk
memparckh Konsep surat dinas yang benar;

h. melaporkan pelaksanaan fugas secars lisan, teriulis berkala maupun insidental
kepada Kepala Dinas,

i memben saran dan pertimbangan kepada atesan sasual bdandg tugasnya;

j. melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang
tugasnya.

{4) Kepala UPTD SMKN membawahkan :
a. Teta Usaha;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragral T
Kepala Tata Usaha SMKN
Pasal &

{1) Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala yang berada di bawah dan bartanggung jawab
kepada Kepala UPTD SMEN vang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan
administratif, mengumpulkan dan mengolah data ketalausahaan, wusan perengkapan,
kepegawaian dan keuangan sabagai bahan penyusunan patunjuk dan pedoman
penyelenggaraan tala usaha di lingkup UPTD SMKN,

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata
Usaha SMEN mempunyai fungsi :

g. pengumpulan dan pengelolaan data urusan surat menyuratl, kearsipan, parpustakaan,
perengkepan dan rumeh engge dinas, kepegawaian dan keuangan lingkup UFTD
SMEN:

b. pelasksanaan dan pelayanan admingsiratif wrusan sural menyural, kearsipan,
perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas, kepegawaian dan keuangan
nghkup UPTD SMEN.

(3) Uratan tugas Kepala Tata LUisaha SMEKN :
a mangumpulkan dan mengolah data uruzan tata usaha sebagal bahan penyusuNan
rencana kegeatan;
b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Tata Usaha sesuai dengan bidang

B o mem e oo™ oa o _ma oo T o
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d. memeriksa hasil kerfa bawahan di bngkungan Tala LUsaha agar sesuai dengan
rencana keja;

e, mengevaluasi hasid kera bawahan untuk mengelahui prestasi kerjanya dan sebagal
bahan pembinaan sarfa upaya tindak [anjut yang bersanghkutamn,

. mengontrol pelaksanaan tugas Tata Usaha ke lapangan untuk memperoleh masukan;

g. menyusun konsep surat dinas;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas Teta Usaha sesuai dengan rencana kerja
sebagai bahan masukan kepada Kapata UPTD SMEN;

i, melsksanakan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh atazan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dines mempunyai fugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan dinas sacara profesional berdasarkan disiplin iimu dan
keahliannya serta disesuaikan dengan kebuiuhan.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional fersebut pada ayat (1), dalam menjalankan fugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

{1} Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dalam Pasal 8 Peraturan ini, terdin atas sejumlah
tenaga dalam janang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahlianmya.

(2} Setisp Kelompok Jabaltan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang
tenaga fungsional yang senior dan didunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di
lingkungan UPTD.

(3) Jumiah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan
beban kerjanya

(4} Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada avat (1), diatur sesuai dengan
Paraturan perundang-undangan yang bedaku.

BAB I
TATA KERJA

Pasal 11
{1} Hal-hal yang menjadi tugas pokok di lingkup UPTD merupakan satu kesaluan yang satu
sama lain tidak dapat dipisahkan,

(2} Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai Pelaksana Tekniz Dinas di bidang pendidikan
kegiatan operasionalmya disslenggarakan oleh Tafa Usaha dan Kelompok Jabatan
Fungsional.

(3} Kepala UPTD, baik feknis operasional maupun teknis administratif berada di bewah dan
berfanggung jewab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan lugasnya
menyelenggarakan



{4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip koordinasi, inlegrasi dan sinkromsas!.

(5) Sehap pimpenan satuan organisas di lingkungan UFTD wajib memimpin, memberikan
bimbingan dan patunjuk pelaksanaan tugas pokok serta pengendalian kepada bawahan.

BAB IV
PELAPORAN
FPasal 12

{1) UPTD waijib mamberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, |@las dan
tepat waktu kepada Kepala Dinas.

{2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wagib mengikuli dan mematuhi
petunjuk-petunjuk  dan beranggung jawab kepada atasannya masing-masing serla
menyampaikan laporan fepal pada wakiunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan -nrgagniusl darn bawahan wajib diolah
dan dipargunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

{4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HAL MEWAKILI
Pasal 13

{1) Kepala Tata Usaha mewakil Kepala UPTD apabila Kepala UPTD berhalangan datam
mianjalankan tugasnya.

(2) Dalam hal Kepala Tala Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapal menunjuk satah
georang berdasarkan senioritas dan kepangkatannysa

BAB ¥l
KEPEGAWAIAN
Pasal 14
(1) Kepata UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

(2) Pejabat di lingkungan UPTD selain tersebut pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan
cleh Pajabat yang berwenang sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB Wil
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Garut.
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BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berakunya Peraluran Bupati ini, maka segala ketentuan yang lelah ada dan
mengatur hal yang sama sera bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis operasional
akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 18
Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenniahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dangan panampatanmya dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Ganut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal é—i-ﬂﬂ

BUPATI e.‘yu.nwr/i,,ﬁ—r*

a4

Diundangkan di Garut
pada tanggal ? - Eﬂa?
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.8i

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ﬂmi' NOMOR &
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